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LEMBARAN DAERAH 
Rem bang 

1981 Seri 
Kabupaten 

Nomor : 2 Tahun : 

NOMOR: 18 TAHUN 1980. 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUP ATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG. 

D. 

Menimbang : a. bahwa guna menjamin kegairahan kcrja K~tua, Wakil 
Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae­
rah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang, maka 
dipandang perlu kedudukan keuangan diatur ; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang No. 22 Tahun 1972, disahkan Gubernur 
Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan 
tanggal 31 Agustus 1972 No. Hukm. G. 7 / 23/ 7. di­
undangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tcng:ah 
Seri C. Tahun 1972 Nomor: 13 I tanggal 1 Septt!mbcr 
1972, dipandang perlu untuk diperbaharui disesuaikan 
dengan pcrkembangan kcadaan ; 

c. bahwc> untuk mencapai ketentuan tersebut. perlu di­
atur dalam Peraturan Daerah : 

Mengingat I. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah; 

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pe­
merintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa T engah ; 

3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 
jo. Kawat Menteri Dalam Negeri No. Pem. 7 / 2/ 33 
tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ke­
tua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Ting­
kat II Rembang; 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II REMBANG TENTANG KEDUDUKAN 
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANG­
GOT A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KJ\BUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG. 

BAB I 

KETENTUAN - UMUM. 
Pasal 1 

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan : 
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 

Rembang: 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rcmbang ; 
d. Kctua dan Wakil Ketua adalah Kctua dan Wakil Ketua Dewan Per­

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang; 
e. Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa­

ten Daerah Tingkat II Rembang; 
f. I'egawai Negeri ada,Jah Pegawai Ncgeri Sipil Pusat, Daerah maupun 

Anggota Angkatan Bersenjata Rep:.iblik Indonesia; 
g. Vang paket adalah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Per­

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang, 
11ntuk seti:!~ kali menghadliri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat 
'.)aerah K~bupaten Daerah Tingkat II Rembang yang sab, jumlah 
mana sudah termasuk uang sidang, uang angkutan lokal dalam kota, 
uang penginapan dan uang makan ; 

h. lJang kehormatan ada!ah tunjangan bulanan tetap berup:i uang yang 
c..liberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ber­
hubung dengan jabatar. 11ya sebagai Ketua, dan W:ikil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ; 
Didalam ko,a, termasuk juga yang bcrtempat tinggal didalam wilayah 
Kecamatan yang berb2ta::an dengan kota yang bersangkutan. 

Pasal 2 
(I) Tanggal mulai meman[,:rn jabatan Kctua, Wakil Ketua dan Anggota 

Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah ialab tanggal mereka mengangkat 
sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil 
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 

-
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• 



.. 

.. 

- 3 -

(2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil K.:tua dan Ang-gota 

Dewan Perwakilan R akyat Daerah 1alah tanggal mereka mcnyatakan 
berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia. 

BAB II 

UANG - PAKET 

Pasal 3 

(1) Uang paket ditetapkan : 

a . Anggota Dewan Perwakilan R ak yat Daerah yang bertempat tinggal 
didalam kota sebesar Rp. 2.000,- (dua r ibu rupiah) sehari; 

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal 
diluar kota sebcsar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehari ; 

(2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan R akyat 

Daerah yang mcnghadliri rapat-rapat Dewan Pcrwakilan R akyat 
Daerah yang sah dengan ketcntuan : 
l. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang 

paket; 
2 . selain uang paket tidak dibayarkan lagi uang <;idang, uang peng-

angkutan lokal uang penginapan dan uang makan. 

Pasal 4 
Kcpada Ketua dan Wakil Kctua Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 

tidak diberikan uang paket untuk memimpin atau/ menghadliri rapat-rapat 
yang diadakannya ; 

Pasal 5 

(l) Rapat-rapat yang sah dari Scksi Panitia dan Jain scbagainya yang di­
bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daeruh dipandang scbagai 
rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dan tc:-hadapnya bcr­
laku ketentuan-ketcntuan dimaksud pasal 3 ayat (I ) dan (2) Peratu­
ran ini . 

(2) /\nggota Panitia dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang bukan 
Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah mendapat uang paket 
yang sama jumlahnya dcngan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah ; 

(3) Untuk uang sidang-sidang dimaksud da lam pasal 5 ayat (1) diatas 
berlaku ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (I) dan (2) Peraturan 
Daerah ini. 
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BAB ill 

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal 6 

(l) Uaog Kehormatan ditetapkan bagi : 
a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 90.000.- sebulan ; 

b. Wakil Kerna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 80.000,­
sebulan; 

(2) D;atas jum.lah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua 

d 20 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunja­

Of;an kcluarga dan tunjangan lainoya menurut Peraturan yang 
di '.etapkan berlaku bagi Pegawai Negeri. 

Pasal 7 

Apabila uang kchormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan 
Pe_·w«kilan Rakyat D:ierah kurang d:?: i pada gaji pada waktu yang 

bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima tambahan 
berup:i selisih kedua penghasilan itu. 

BAB IV 

UANG - REPRESENTASI 

Pasal 8 

Disamping penghasill!n-penghasilan dimaksud pasal 3 dan pasal 6 

Peraturan ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi . 

1. Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerab sebesar Rp. 10.000,-
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 7.500,-

P as a I 9 

Pegawai I egcri, Pegawai Daerab atau anggota Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia yang d::ngkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan mencrima pcnghasilan rang-

kap (dubel). 

"' 
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BAB V 

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PE"lGANGKUTAN 
DINAS LAINNYA 

Pas a I 10. 

(1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat :Caerah 
selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan c aerah 
memungkinkan dapat disediakan sebuab rumah jabatan dengan ·cet!n­
tuan, bahwa biaya pemeiiharaan pemakaian air, penerangan dan ~as 
untuk rumah tangga itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah clan 
yang harus ditinggalkan dikembalikan kepada Daerah tanpa s-su:l.tu 
kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhcnti 
sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerz.h; 

(2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dae:·ah 
selma mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan [ ae ·ah 
mcrnungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengan! ku tan 
lain untuk keperluan Dinr s serta pengemudinya dengan ketrntuan 
bahwa beaya pemakaian dan pemeliharaan mobil tersebut ditanggung 
oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembaJikan dalam keac!aan 
wajar kepada Daerab tanpa suatu kewajiban dari pihak daerah pada 
w:ktu yang bersangkutan be· henti sebagai Ketua ntau Wakil Ketua 
I: ::wan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB VI 
UANC JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG 

PERJJ'~LANAN IHNAS 

Pasal 11 
(1) Kepada Anggota Dewan Perw:ikilan Rakyat Daerah mclakukan perja­

lamn Dinas dibcrikan uang perjalanan dan uang penginapan yang 
harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetap­
kan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah : 
Untuk golongan II. 

(2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari ke­
diaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang bersangkutan dan sebaliknya. 

BAB VII 
UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT 

Pas a I 12 
Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan: Rakyat 

Daerah yang bukan pegawai Negeri/Daerah dan Angkatan bersenjata 
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Republik Indonesia serta keluarganya diberikan paggantian biaya peme­
riksaan, pcngobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan pernturan yang 
ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah. 

BA B VIII. 

TUNJANGAN - KEMATIAN 

Pa :; a I 13 

Apabila Ketua dm Wakil Kctua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
meninggal dunia, kej)ad·1 ahli warisnya diber:kan tunjangan kematian 
sebanyak satu bulan uang kehornntan bcrsili d2n apabila yang bersang­
kutan meninggal dunia didalam dan atau karen-1 menjalankan tugas, di­
berikan tunjangan kematian scbanyak dua bulaP uang kehormatan bersih. 

Pas a I 14 

Apabila Ketua. Wald! Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
meninggal dunia, mak:i bilamana all Ii warisn) a menghendaki pengangkutm! 
jenazah dari tempat kedudukan ketempat kediaman 5emula, ditanggung 
oleh Keuangan Daerah. 

BAB IX 
TANDA - PENGHARGAAN 

Pas a I 15 

(l) Kepada Ketua, Wakil Kctua dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah pada akh;r masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan 
dengan hormat dari _; ,batannyn atau men.in,:;Jal dunia dibcrikan uan<r 
tanda penghargaan yaitu : -
a. bagi Ketua dan \Vakil Ketua Dewan Perwakilan R akyat Daerah 

untuk tiap 6 (c11am- bulan memangku jabatannyo. sejumlah l (satu) 
kali uang kehormr.tan bersih dengan se!-::nyak-banyaknya 6 (enam) 
kali uang kehonnatan bersih ; 

b. bagi Anggota Dewan Perwakilnn R akyat Daerah, sesuai ketentuan 
ayat (1) huruf a. akan tetapi bc~('.rnya uang kehormatan 
bcrsih bagi seorang anggota ditetapkan dcngan keputusan Bupati 
Kepala Daerah dcngan memperhatikan kemampuan keuangan Dae­
rah dengan sebanyak - banyaknya ½ (dua pertiga) dari uang 
kehormatan bersili yang diterima oleh seorang Wakil Ketua ; 

(2) Masa mcmangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan 
keatas menjadi enam bulan penub ; 

-
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(3) Dalam hat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak­
yat I;ne:·ah meninggal Junia, uang tanda penghargaan tersebut ay:1t (1) 
diberikan pada ahli warisnya. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN - LAIN. 

Pas a I 16 

Segala akibat keuangan yang timbul dengan ditetapkannya Pen.turan 
Daerah ini dibebankan pada keuangan D r erah. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP. 

Pas a I 17 

Peraturan Daerah ini daprt disebut Peraturan Daerah Kabr paten 
Daerah T ingkat II Rembang tentmg "Kedudukan Keuan1ran Ketua. Wakil 
Ketua, dan Anggota Dewan PerwJki lan Rakyat Dacrah" dan mulai ber­
laku pada saat diundangkan . 

Pas a I 18 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Pera­

turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TI Rcmbang No. 22 Tahun I 972 
tanggal 8 Juni 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tinggat II 
Rembang dengan segala rangkaian _perubahannya. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rcmbang, tgl. 18 Nopember I 980. 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bup:.iti Kepala Daerah Tingkat II 

Rem ban g R e m ba n g 
Ketua., ttd. 

ttd. (SOERA TMAN, SH.) 

(H.M. CHOLIL BISRI) Nip. : 230011 686 

Wakil Ketua, DIS AH K A N : 

Diundangkan dalam Lemharan 
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II 
Rembang No. 2 Th. 1981 Seri D. 
tangg·.: 30 Maret 1981. 

Sekretaris Wilayah,'Daerah, 
ttd. 

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH ) 

Nip. : 500030937 

Dengan surat Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkac T 

Jawa Tengah 
Tgl. 13 Maret 1981 No. 188.3/ 54. 

Sekretaris Wilaya/ hDaerah 
B./Kepala Biro Hukum, 

ttd. 
(NAWAWI. SH.) 

Nip. : 500026890 
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P E N J E L A S A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TlNGKAT II 
REMBANG 

NOMOR 18 TAHUN 1980 
TENT ANG : 

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WA.KIL KETUA DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

TINGKAT II REMBANG 

l. PENJELASAN UMUM : 

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dccrah Tingkat II Rembang 
No. 22 Tahun 1972 tentang Kedudukan Kl.,uangan Ketua, Wakil Ke­
tua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang. dis3hkan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dcngan surat keputusan tanggal 31 Agustus 
1972 No. Hukum. G. 7 / 23/7 dan diun~angkan dalam Lernbaran 
Jawa Tengah No. 131 Seri C. pada tanggal I September 1972, kc­
mudian diubah untuk pertama kali dengan Perda. No 7 Tahun 1977 
disahkao Gubcrnur Kepala Daerah Tingkz~ I Jaw3 Tengah d::ngan 
surat keputusan t:m g~al 3 Juli 1977 No. 038/ P/ 1977, diundr.ngkan 
dalam Lembaran Daerah K abupaten Daerah Tin_gkat II Remban/! 
No. 2 Seri C pad a i.lnggal 15 Agustus 1977, sudah tidak sesm1i lagi 
dengao perkemb~ogan keadaan sehingga dipandang perlu untuk d;­
perbaharui. 

Hal tersebut tiada Jain adalah untuk menjamin kegairahan kerja 
bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sehingga tcrwujud hasil guna dan daya g1rna yang sebesar­
besarnya khusus,,va dalam mensukseskan pembangunan di Daerah 
Kabupaten Daerai1 Tingkat n Rembang. 

Teotang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Kctua dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang adalah berumber pada keuangan Dacrah. 

Untuk inilah bcban keseluruhan harus dapat didukung dengan 
sumbcr-sumber pcndapatan Dacrah yang tersedia atau disesuaikan 
dengan kemampuan Keuangan Dacrah kita. Sebagaimana yang diten­
tukan dalam pasal 3 ayat (3) Pcraturan Mcntcri Dalarri Negeri No. 5 
Tahun 1976. 

Sehubungan dengan ha! tersebut diatas perlu diatur dalam Per­
aturan Daerah. 

• 
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II. PENJELASA.N PASAL DEMI PASAL : 

P as a 1 1 s/d 8 Cu k up j el as. 

Pasal 9 

P as a I 10 ayat (1) 

Pas a I 

P as a 1 
P as a 1 
P as a I 
Pas a 1 

Pas a I 
Pas al 
Pas a I 

ayat (2) 

11 ayat (1) : 
ayat (2) 

12 
13 
14 
15 ayat (1) : 

ayat (2) 
ayat (3) 

16 
17 
18 

Yang dimaksud .. tidak dibcnarkan menerima 
p<!ngnasilan rangkap" adalah tidak diizinkan 
menerima gaji dan tunjangan-tunjangan sejenis 
dari dua Instansi Pemerintah sccara sekaligus. 

Apabila Keuangan Daerah memungkinkan da­
pat disediakan sebuah rumah jabatan untuk 
Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perw..ikilan 
Rakyat Daerah selama memegang jabatan. 
Kalau sudah habis masa jabatannya atau yang 
bersangkutan bcrhasil sebagai Ketua atau Wa­
kil Ketua D ewan Perwakilan Rakyat Daerah 
rumah tcrsebut dikembalikan kepada Daerah 
tan :Ja suatu kewajiban dari pihak Daerah. 

Demikian pula untuk Ketua, Wakil Ketua 
Dew::n Perwakilan Rakyat Daerah apabila Ke­
u:rngan Daerah memungkin~an, dapat disedia­
kan sebuah mobil. Dan mohil tersebut dikem­
balikan kcpada Daerah tanpa ada kewajiban 
dari !)ihak daerah pada waktu yang bersang­
kutan berhenti sebagai Ketua, Wakil Ketua 
Dew.::m Pcrwakilan Rakyat Dacrah. 

C u k u p j e l a s. 
C u k u p j c I a s. 
C u k u p j c I a s. 
C u k u p j c l a s. 
C u k u p j e 1 as. 
Predikat "d1berhentikan dengan hormaf' ber­
laku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah berhenti atas pcrmohonan sendiri. me­
ninggal dunia dan habis masa jabatannya. 
C u k u p j e 1 .1 s. 
C u k u p j e 1 a s. 
C u k u p j e 1 as. 
C u k u p j e 1 a s. 
C u k u p j e 1 a s. 


